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ABSTRACT 

In the Indonesian government system, the village has a very strategic role for the 

country's fundamentals, considering that the village is the smallest unit in a state 

structure. Village funds are funds obtained from the APBN every year, where these 

funds are received through direct transfers from the district/city APBD which are 

used to fund the process of facilities and infrastructure as well as empowerment of 

rural communities. Tax is one of the main aspects in financing development and 

government spending which is a source of state revenue. In focusing on the welfare 

of people's lives, taxes are a source of revenue that can make the nation self-

sufficient for the common good. This study has the objective of analyzing the 

application of taxation using village funds in the construction of the Surya Adi 

Village Park, Mesuji Oki District, then finding out the taxes applied. The analytical 

method used by the author in conducting this research is to use qualitative methods. 

The results of this study indicate that the application of taxation using village funds 

in the construction of the Surya Adi Village Park in collecting PPh 21, PPh 22, and 

VAT is quite good. the collection of PPh 21 and PPh 22 is in accordance with the 

Law, (UU No.36 of 2008) concerning income tax. however, VAT collection is not 

in accordance with the law, because it has not implemented a new rate of 11% 

(HPP Law No. 7 of 2021). because they still use the old rate of 10% (UU No. 42 of 

2009). 
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ABSTRAK 

Di dalam sistem pemerintahan Indonesia desa memiliki peranan yang sangat 

strategis bagi fundamental negara, mengingat bahwa desa merupakan satuan 

terkecil didalam suatu tatanan negara. Dana desa merupakan dana yang diperoleh 

dari APBN pada setiap tahunnya, dimana dana ini diterima melalui transferan 

langsung APBD kabupaten/kota yang dimanfaatkan untuk mendanai proses sarana 

dan prasarana serta pemberdayaan pada masyarakat pedesaan. Pajak merupakan 

salah satu aspek utama dalam membiayai pembangunan dan pengeluaran 

pemerintah yang merupakan sumber dalam penerimaan negara. Dalam 

memfokuskan kesejahteraan kehidupan masyarakat pajak merupakan sumber 

penerimaan yang dapat menjadikan kemandirian bangsa bagi kepentingan bersama. 
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Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis penerapan perpajakan 

menggunakan dana desa pada pembangunan taman desa surya adi kecamatan 

mesuji oki, kemudian mencari tahu pajak yang diterapkan, Metode analisis yang 

digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan mengunakan 

metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerapan 

perpajakan mengunakan dana desa pada pembangunan taman desa surya adi dalam 

pemungutan PPh 21, PPh 22, dan PPN sudah cukup baik. pada pemungutan PPh 21 

dan PPh 22 sudah sesuai dengan Undang-Undang, (UU No.36 Tahun 2008) tentang 

pajak penghasilan. akan tetapi pada pemungutan PPN belum sesuai dengan 

Undang-Undang, karena belum menerapkan tarif baru yaitu 11% (UU HPP No.7 

Tahun 2021). karena masih menggunakan tarif lama yaitu 10% (UU No.42 Tahun 

2009). 

Kata kunci: Penerapan perpajakan, Dana Desa 

 

PENDAHULUAN 

Di dalam sistem pemerintahan Indonesia desa memiliki peranan yang sangat 

strategis bagi fundamental negara, mengingat bahwa desa merupakan satuan 

terkecil didalam suatu tatanan negara. Desa memiliki pengertian yang sangat 

beragam hal tersebut dapat dilihat dari berbagai macam sudut seperti dari sudut 

prespektif geografi, dimana pada sudut ini desa adalah suatu lingkungan tempat 

hidup dan berkumpulnya penduduk pada suatu tempat atau daerah yang dapat 

menggunakan sumber daya yang ada  untuk mempertahankan, melangsungkan dan 

mengembangkan kehidupannya. Pada suatu desa masyarakat setempat mayoritas 

bermata pencarian dibidang pertanian dan menghasilkan suatu bahan makanan 

(Utoyo). Sedangkan menurut Paul H Landis, pada suatu desa penduduknya 

memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal sesama penduduk yang memiliki 

tingkat tali persaudaraan yang tinggi, biasanya desa  memiliki jumlah penduduk 

kurang dari 2.500 jiwa dan mata pencariannyaa dipengaruhi oleh faktor-faktor alam 

sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, yang pada umumnya desa 

terdiri dari wilayah, penduduk dan tata kehidupan masyarakat. Menurut (Lili, 2018) 

Dana desa merupakan dana yang diperoleh dari APBN pada setiap tahunnya, 

dimana dana ini diterima melalui transferan langsung APBD kabupaten/kota yang 

dimanfaatkan untuk mendanai proses sarana dan prasarana serta pemberdayaan 

pada masyarakat pedesaan. Sebagai ujung tombak pemerintah dalam meningkatkan 

potensi dan kualitas pedesaan, Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat 

diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat didesa tersebut dan diberikan tepat 
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sasaran tanpa adanya biokrasi pada pemerintah daerah seperti pemerintah 

kabupaten/kota. Kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan 

pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada 

entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 

Pajak merupakan salah satu aspek utama dalam membiayai pembangunan dan 

pengeluaran pemerintah yang merupakan sumber dalam penerimaan negara. Dalam 

memfokuskan kesejahteraan kehidupan masyarakat pajak merupakan sumber 

penerimaan yang dapat menjadikan kemandirian bangsa bagi kepentingan bersama. 

Jadi, peran pajak sangat penting dalam negara, pajak sebagaimana yang diketahui 

merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara indonesia. Pajak adalah 

pembayaran wajib yang bersifat memaksa dalam bentuk uang atau barang yang 

dikumpulkan oleh otoritas publik berdasarkan peraturan hukum untuk menutupi 

biaya produksi barang dan jasa kolektif yang bertujuan untuk mencapai 

kesejahteraan umum (Soeparman Soemahamidjaya, 2017). Dalam Dana Desa 

terdapat kewajiban untuk menyetorkan setiap pemotongan pajak ke dalam kas 

negara (Andriana, 2019). Pajak tersebut berupa pajak penghasilan (PPh) dan pajak 

lainnya. Artinnya kewajiban perpajakan melekat pada dana yang diterima negara 

termasuk dana desa (Indrianasari, 2018). Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi 

Anggaran dan fungsi pengatur, fungsi Anggaran (budgetair) sebagai sumber dana 

yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, fungsi 

Pengatur bidang-bidang lainnya (regulerend) pajak sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi 

(Mardiasmo, 2018). Kedua fungsi tersebut dapat dijalankan secara efektif perlu 

menyesuaikan peraturan-peraturan dalam pelaksanaannya sehingga selaras dengan 

perubahan yang terjadi pada setiap bidang. Bendahara desa merupakan salah satu 

bagian dari PTPKD yang diurus oleh pengelola/staf keuangan dan bertugas 

membantu sekretaris desa. keuangan desa diselenggarakan oleh bendahara desa 

yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan 

sehubungan dengan pelaksanaan anggaran desa. Penatausahaannya dilakukan 

melalui buku kas umum, buku kas pajak tambahan dan buku bank. Administrasi 

berlangsung antara lain: menerima, menyetor, menyetor/membayar. Memungut 

dan menyetor PPh dan pajak lainnya. Berdasarkan permendagri No. 20 Tahun 2018 
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diatur bahwa Bendahara Bendahara Desa sebagai penanggung jawab pemungutan 

Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan pajak lainnya, wajib membayar semua 

potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai ketentuan 

Hukum dan regulasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa adanya kewajiban untuk memungut 

Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya. Desa Surya Adi Mesuji Merupakan 

Desa yang menerima anggaran pendapatan termasuk Dana Desa, Alokasi Dana 

Desa, Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota serta pendapatan 

lainnya dari pemerintah pusat. Tahun 2022, desa Surya Adi melakukan proyek 

pembangunan infrastruktur desa yaitu Taman Desa sepanjang 75 meter dengan 

biaya yang diambil dari Dana Desa sebesar Rp.219.642.720. Pasal 8 Ayat (2) PMK 

231/PMK.03/2019 menyatakan bahwa instansi pemerintah wajib memotong atau 

memungut, menyetor dan mempertanggungjawabkan pajak penghasilan yang 

terutang atas pembayaran yang dikenakan pemotongan atau pemungutan atas lapor 

pajak penghasilan (Indriana, 2019). Adapun jenis pajak yang dipotong/dipungut 

setiap pada pembangunan infrastruktur desa dengan menggunakan sistem 

swakelola yaitu terdiri dari: PPh 21, PPh 22, dan PPN. Pembangunan proyek 

infrastruktur menggunakan dana desa inilah objek yang akan di analisis peneliti 

untuk mengetahui bagaimana pemahaman Bendahara Desa dalam menjalankan 

kepatuhan wajib pajak pada penerapan perpajakan terhadap pembangunan 

infrastruktur menggunakan dana desa apakah sudah sesuai dengan Undang-undang 

Pajak yang berlaku. Pada penelitian ini, untuk bukti berkas transaksi setiap jenis 

pajak yang berlaku dalam pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan taman 

desa sepanjang 75 meter yang dibangun pada tahun 2022, peneliti ini akan 

melakukan observasi dan wawancara langsung kepada Kepala Desa/Bendahara 

Desa surya adi, sehingga nantinya dapat dianalisis khususnya untuk penerapan 

perpajakan dana desa pada pembangunan infrastruktur Taman Desa di Desa Surya 

Adi dalam penerapan perpajakan apakah sudah sesuai atau belum dengan undang-

undang yang berlaku. 
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TELAAH LITERATUR 

Menurut (Lili, 2018) da lnal desal aldallalh dalnal yalng diterimal desal setialp talhun yalng 

beralsall dalri AlPBN yalng sengaljal diberikaln untuk desal dengaln calral mentralnsfernyal 

lalngsung lewalt AlPBD Kalbupalten/Kotal yalng dipalkali untuk mendalnali segallal proses 

penyelenggalralaln urusaln pemerintalhaln altalu pembalngunaln desal daln 

memberdalyalkaln semual malsyalralkalt pedesalaln. Menurut Prof. Dr. Rochma lt 

soemitro, S.H dallalm buku Malrdialsmo (2018) paljalk aldallalh iuraln ralkyalt kepaldal kals 

negalral berdalsalrkaln undalng-undalng (yalng dalpalt dipalksalkaln) dengaln tidalk 

mendalpalt jalsal timball (kontralprestalsi) yang  lalngsung dalpalt ditunjukkaln daln yalng 

digunalkaln untuk membalyalr pengelualraln umum. Definisi paljalk menurut undalng-

undalng nomor 16 ta lhun 2009 tentalng perubalhaln ke empalt altals Undalng-undalng 

nomor 16 talhun 1983 tentalng ketentualn umum daln taltal calral perpaljalkaln paldal palsall 

1 alyalt 1 yalng berbunyi kontribusi wa ljib kepaldal negalral yalng terutalng oleh oralng 

pribaldi altalu baldaln yalng bersifalt memalksal berdalsalrkaln undalng undalng dengaln 

tidalk mendalpaltkaln imballaln secalral lalngsung daln digunalkaln untuk keperlualn negalra l 

balgi sebesalr-besalrnyal kemalkmuraln ralkyalt. UU HPP a ltalu Undalng-undalng 

Halrmonisalsi peralturaln perpaljalkaln telalh disalhkaln oleh pemerintalh bersalmal Dewaln 

Perwalkilaln Ralkyalt (DPR) paldal talnggall 7 Oktober 2021 lallu. Presiden Joko Widodo 

resmi mengundalngkaln Ralncalngaln Undalng-undalng Halrmonisalsi Peralturaln 

Perpaljalkaln ini menjaldi UU Nomor 7 Talhun 2021. Undalng- undalng ini alkaln berlalku 

paldal talhun paljalk 2022. Penerimalaln paljalk berperaln salngalt penting dallalm 

pembalngunaln malndiri, kalrenal paljalk merupalkaln sallalh saltu penerimalaln pemerintalh 

yalng digunalkaln untuk kebutuhaln pemerintalh (Halrun et all, 2019). Undalng-undalng 

KUP palsall 1 alyalt 2 mengaltur balhwal waljib paljalk aldallalh oralng pribaldi altalu baldaln, 

meliputi pembalyalraln paljalk, pemotongaln daln pemungutaln paljalk, yalng mempunyali 

halk daln kewaljibaln perpaljalkaln sesuali dengaln ketentualn peralturaln perundalng-

undalngaln perpaljalkaln kalrenal bendalhalral desal merupalkaln pihalk yalng ditunjuk untuk 

melalkukaln pemotongaln daln pemunutaln paljalk berkenalaln dengaln penggunalaln dalna l 

desal malkal bendalhalral desal merupalkaln waljib paljalk.sebalgali waljib paljalk yalng 

ditunjuk untuk mela lkukaln pemotongaln daln pemungutaln paljalk malkal bendalhalra l 

desal mempunyali kewaljibaln mendalftalrkaln diri untuk memperoleh NPWP, 

memotong/memungut, menyetor daln melalporkaln paljalk. Menurut (Prialntalral, 2018) 
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menyaltalkaln balhwal Paljalk Pertalmbalhaln Nilali (PPN) aldallalh paljalk tidalk lalngsung 

altals konsumsi di daleralh palbealn, alrtinyal bebaln paljalk tersebut dalpalt diallihkaln 

kepaldal pihalk lalin, sepalnjalng pihalk yalng mengallihkaln paljalk tersebut memenuhi 

syalralt sebalgali pengusalhal kenal paljalk (PKP). Penghalsilaln yalng halrus dipotong PPh 

21 dialtur dallalm Palsall 5 alyalt (1) Per-16 Talhun 2016. Aldalipu jenis penghalsilaln yalng 

dibalyalrkaln oleh benda lhalral desal yalng halrus dipotong PPh Palsall 21 alntalral lalin 

sebalgali berikut: Penghalsilaln yalng diterimal altalu diperoleh pegalwali tetalp, 

Penghalsilaln pegalwali tidalk tetalp altalu tenalgal kerjal lepals, Imballaln kepaldal bukaln 

pegalwali, Imballaln kepaldal pesertal kegialtaln. Menurut (Malrdialsmo, 2018) Paljalk 

Penghalsilaln Palsall 22 (PPh 22) aldallalh paljalk yalng dibalyalrkaln dallalm talhun berjallaln 

yalng waljib dipungut oleh insta lnsi pemerintalh balik pusalt ma lupun daleralh daln 

lembalgal lalinnyal yalng memiliki kewaljibaln yalng salmal dallalm pembalyalraln altals 

penyeralhaln balralng, baldaln-baldaln tertentu balik pemerintalh ma lupun swalstal yalng 

berkenalaln dibidalng impor altalu kegialtaln usalhal dibidalng lalin sertal waljib memungut 

paljalk dalri penjuallaln balralng yalng tergolong salngalt mewalh.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis daltal dallalm penelitia ln ini aldallalh daltal kuallitaltif, dima lnal daltal kuallitaltif 

merupalkaln daltal dalri penjelalsaln verball yalng berupal kaltal-kaltal tertulis altalu lisaln. 

(Sugiyono, 2018) Daltal kuallitaltif jugal memberikaln daln menunjukkaln kuallitals objek 

penelitialn yalng dilalkukaln.  Dallalm penelitialn ini di kelompokkaln ke dallalm dual jenis 

daltal, yalitu daltal primer daln daltal sekunder. Daltal primer aldallalh daltal yalng diperoleh 

lalngsung dalri informa ln yalng alkaln diwalwalncalrali. Sedalngkaln daltal sekunder aldallalh 

daltal yalng bersumber da lri dokumen-dokumen yalng sudalh aldal, sehinggal peneliti 

tinggall mengutip daln mengalnallisisnyal. 

1. Daltal Primer  

Daltal Primer merupalkaln daltal yalng diperoleh berdalsalrkaln keteralngaln dalri 

semual pihalk (responden) yalng terkalit lalngsung dengaln permalsallalhaln yalng di 

teliti, dallalm hall ini daltal diperoleh dalri nalralsumber secalral lalngsung yalng 

berkalitaln dengaln peneralpaln perpaljalkaln terhaldalp Dalnal Desal di Desal Suryal Aldi 

Kecalmaltaln Mesuji. 
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Daltal primer aldallalh semual pihalk yalng terkalit lalngsung dengaln permalsallalhaln 

yalng diteliti yalitu beberalpal informalsi melallui walwalncalral, dengaln memilih 

informaln yalng terdiri dalri Kepallal Desal, Sekertalris Desal, Bendalhalral Desal, daln 

Baldaln Permusyalwalraltaln Desal. 

2. Daltal Sekunder 

Daltal Sekunder merupalkaln daltal yalng diperoleh dalri halsil telalalh balcalaln altalupun 

kaljialn   Pustalkal, buku-buku, altalu literalture yalng terkalit dengaln permalsallalhaln 

yalng sedalng diteliti, dokumen, internet, altalu alrsip daln lalporaln yalng bersumber 

dalri lembalgal terkalit yalng relevaln dengaln kebutuhaln daltal dallalm penelitialn.  

(Sugiyono, 2019) Teknik pengumpulaln daltal merupalkaln Lalngkalh yalng palling 

utalmal dallalm penelitia ln, kalrenal tujualn utalmal dalri penilitialn aldallalh mendalpaltkaln 

daltal, pengumpulaln daltal dalpalt dilalkukaln dallalm berbalgali setting, berba lgali sumber, 

daln berbalgali calral. Dallalm penelitialn kuallitaltif pengumpulaln daltal dilalkukaln paldal 

nalturall setting (kondisi ya lng allalmialh), sumber daltal primer, daln Teknik 

pengumpulaln daltal lebih balnyalk paldal observalsi berperalnsertal (palrticipalnt 

observaltion) walwalncalral mendallalm, (in depth interview), dokumenta lsi, daln 

galbungaln ketigalnnyal (trialngulalsi) (Sugiono, 2019) Teknik pengumpulaln daltal 

dallalm penelitialn ini aldallalh: 

1. Pengumpulaln Daltal dengaln Walwalncalral (Interview) 

Menurut Esterberg dallalm (Sugiono, 2019), Walwalncalral merupalkaln pertemualn 

dual oralng untuk bertukalr informalsi daln ide melallui talnyal jalwalb, sehinggal dalpalt 

dikonstruksikaln malknal dallalm sualtu topik tertentu, Esterberg dallalm (Sugiyono, 

2019), megemukalkaln beberalpal malcalm walwalncalral, yalitu: walwalncalral 

terstruktur, walwalncalral semi terstruktur, daln tidalk terstruktur. 

2. Pengumpulaln Daltal dengaln Dokumentalsi 

(Sugiyono, 2019) mengemuka lkaln dokumen merupalkaln caltaltaln peristiwal yalng 

sudalh berlallu. Dokumen bisa l berbentuk tulisa ln, galmbalr, altalu kalryal-kalryal 

monumenta ll dalri seseoralng. Dokumen yalng berbentuk tulisaln misallnyal caltaltaln 

halrialn, seja lralh kehidupaln, cerital, biogralfi, peralturaln, daln kebijalkaln. Dokumen 

yalng berbentuk galmbalr, misallnyal foto, galmbalr hidup, daln sketsal. Dokumen 

berbentuk kalryal misallnyal kalryal seni, yalng dalpalt burial galmbalr, paltung, daln 
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film. Dokumenta lsi merupalkaln pelengkalp dalri penggunalaln metode observalsi 

daln walwalncalral dallalm penelitialn kuallitaltif (Sugiyono, 2019). Berda lsalrkaln 

penjelalsaln dialtals daltal berupal dokumen ini dalpalt dijaldikaln sebalgali allalt penggalli 

informalsi untuk dijaldikaln balhaln penelitialn. Dokumentalsi berupal lalporaln dalnal 

Desal paldal Desal Suryal Aldi Mesuji. 

Menurut (Sugiyono, 2019), alnallisis daltal dallalm penelitialn kuallitaltif dilalkukaln palda l 

salalt pengumpulaln daltal berlalngsung daln, setelalh selesali pengumpula ln daltal dallalm 

periode tertentu. Paldal salaltb walwalncalral, peneliti sudalh melalkukaln alnallisis terhalda lp 

jalwalbaln yalng diwalwalncalrali. Bilal jalwalbaln yalng diwalwalncalrali setelalh dialnallisis 

teralsal belum memualskaln, malkal peneliti alaln melalnjutkaln pertalnyalaln lalgi, salmpali 

talhalp tertentu. diperoleh daltal yalng dialnggalp kridibel. Alktifitals dallalm alnallisis daltal, 

yalitu pengumpulaln daltal, reduksi daltal, penyaljialn daltal, penalrikaln kesimpulaln daln 

vertifikalsi, yalng disebut dengaln Alnallisis Daltal Model Miles a lnd Hubermaln 

(Sugiyono, 2019). Talhalp alnallisis daltal yalng digunalkaln dallalm penelitia ln ini aldallalh 

alnallisis kua llitaltif yalng digunalkaln untuk menggalmbalrkaln balgalimalnal pengalruh 

peneralpaln perpaljalkaln terhaldalp Dalnal Desal di Desal Suryal Aldi Mesuji. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dallalm pemalhalmaln kewaljibaln perpaljalkaln bendalhalral Desal di Desal Suryal Aldi 

berjallaln dengaln balik wallalupun dallalm pelalksalnalalnyal malsih terdalpalt kendallal yalng 

ditemui. Untuk itu pa ljalk mempunyali peralnaln yalng salngalt penting dallalm 

melalnjutkaln pemba lngunaln di Indonesia l, daln paljalk sebalgali sallalh saltu sumber 

pendalpaltaln sua ltu negalral yalng salngalt penting untuk di tingka ltkaln. Berikut Daltal 

proses pemungutaln paljalk paldal pembalngunaln Infralstruktur Desal yalitu Talmaln Desa l 

sepalnjalng 75 meter denga ln bialyal yalng dialmbil dalri Dalnal Desal sebesalr Rp. 

219.642.720. yalng diberikaln oleh Benda lhalral Desal Suryal Aldi untuk pemba lngunaln 

Talmaln Desal Suryal Aldi sepalnjalng 75 meter ini diba lngun tidalk menggunalkaln jalsal 

konstruksi melalinkaln menggunalkaln sistem swalkelolal. Sesua li paldal UU No.36 

Talhun 2008 tentalng paljalk penghalsilaln daln Permaldalgri No. 114 Talhun 2014 tentalng 

desal, malkal untuk jenis pa ljalk yalng dipungut Benda lhalral Desal paldal Pembalngunaln 

Talmaln Desal ini dengaln menggunalkaln sistem swalkelolal yalitu jenis paljalk yalng 

digunalkaln alntalral lalin jenis paljalk PPh 21, PPh 22, PPN. Berdalsalrkaln peralturaln 



Jurnal Bina Akuntansi, Juli 2023, Vol.10 No.2 Hal 400-417 
 

408 

 

Menteri Keualngaln Nomor 34/PMK.010/2017 tenta lng pemungutaln paljalk 

penghalsilaln palsall 22 sehubungaln dengaln pembalyalraln altals penyera lhaln balralng daln 

kegialtaln di bida lng impor altalu kegia ltaln usalhal di bidalng lalin. Paljalk penghalsilaln 

palsall 22 merupa lkaln paljalk penghalsilaln yalng dikenalkaln paldal pembalyalraln altals 

penyeralhaln balralng, impor, daln/altalu kegialtaln usalhal di bidalng la lin, sertal penjuallaln 

balralng yalng tergolong salngalt mewalh daln di pungut oleh bendalhalralwaln pemerintalh, 

balik bendalhalralwaln pusalt malupun pemerintalhaln daleralh (Undalng-Undalng Nomor 

36 Talhun 2008 tentalng paljalk penghalsilaln), sedalngkaln menurut UU HPP altalu 

Undalng-Undalng Halrmonisalsi yalng dialtur dallalm peralturaln perpaljalkaln UU Nomor 

7 Talhun 2021 tentalng perubalhaln keempalt altals Undalng-Undalng Nomor.42 Talhun 

2009 tentalng paljalk pertalmbalhaln nilali (PPN) merupalkaln paljalk yalng dikenalkaln altals 

pertalmbalhaln nila li yalng terciptal kalrenal aldalnyal sualtu proses menghalsilkaln, 

menyallurkaln daln memperdalgalngkaln balralng altalupun memberikaln pelalyalnaln jalsa l 

yalng membutuhka ln falktor-falktor produksi paldal balgialn tingkaltaln. Talrif PPh palsall 

22 altals pembelia ln konsumsi yalitu 1,5% dalri halrgal pembelialn daln tidalk termalsuk 

PPN, sedalngkaln paldal talrif PPN altals pembelialn balralng menurut UU HPP Nomor 7 

Talhun 2021 yalitu yalng sebelumnyal talrif PPN 10% (talrif lalmal), sekalralng menjaldi 

11% (talrif balru) dalri nilali Dalsalr Pengenalaln Paljalk (DPP) a ltalu halrgal balralng itu 

sendiri dengaln alturaln belalnjal yalitu: 

1) Belalnjal balralng yalng nilali altalu halrgalnyal di balwalh Rp.1000.000 tidalk dikenalkaln 

PPh Palsall 22 daln PPN. 

2) Belalnjal balralng yalng nilali altalu halrgalnyal di altals Rp.2000.000 a lkaln dikenalkaln 

PPh Palsall 22 daln PPN. 

3) Belalnjal balralng yalng nilali altalu halrgalnyal dibalwalh Rp.2000.000 halnyal dikenalkaln 

PPN 
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Talbel 4.1 Pemungutaln PPh 22 daln PPN Bendalhalral Desal altals pembelialn 

Balhaln Malteriall Pembangunan Taman Desa 

Talnggall  Pembelialn 

ba lhaln 

malteia ll 

Nominall  DPP (100/110 

x nominall) 

PPh 22 

(1,5% x 

DPP) 

PPN (10% x 

DPP) 

18/10/2022 Bialyal 

pembelialn 

palsir 

palsalngaln 

Rp.5.500.000 Rp.5000.000 Rp.75.000 Rp.500.000 

18/10/2022 Bialyal 

pembelialn 

semen 

Rp.13.984.000 Rp.12.712.727 Rp.190.000 Rp.1.271.272 

18/10/2022 Bialyal 

pembelialn 

baltu pecalh 

Rp.28.200.000 Rp.25.636.363 Rp.384.545 Rp.2.563.636 

18/10/2022 Bialyal 

pembelialn 

talnalh 

timbunaln 

Rp.45.990.000 Rp.41.809.090 Rp.627.136 Rp.4.180.909 

18/10/2022 Bialyal 

pembelialn 

talnalmaln 

bungal 

Rp.7.800.000 Rp.7.090.909 Rp.106.363 Rp.709.090 

18/10/2022 Bialyal 

pembelialn 

palving 

Rp.41.970.000 Rp.38.154.545 Rp.572.318 Rp.3.815.454 

18/10/2022 Bialyal 

pembelialn 

palsir urug 

Rp.800.000 - Tidalk 

terkenal 

PPh 22 

Tidalk 

terkenal PPN 

18/10/2022 Bialyal 

pembualtaln 

icon 

(paltung 

kelalpal 

salwit) 

Rp.15.000.000 Rp.13.636.363 Rp.204.545 Rp.1.363.636 

Sumber: Data diolah, 2022 

Analisis Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN  

Disini peneliti mengambil 2 contoh di atas pada analisis PPh 22 dan PPN 

1. Pembelia ln balhaln malteriall palsir palsalngaln 

Dengaln jumla lh nominall pembelialn malteriall = Rp.5.500.000 

▪ Dalsalr Pengenalaln Paljalk (DPP) rumus : 100/110 x nomina ll pembelialn  



Jurnal Bina Akuntansi, Juli 2023, Vol.10 No.2 Hal 400-417 
 

410 

 

DPP 100/110 x Rp.5.500.000 = Rp.5.000.000 

▪ PPN yalng di pungut, rumus : DPP x 10% 

PPN = Rp.5000.000 x 10% 

PPN = Rp.500.000 

▪ PPh 22 yalng di pungut, rumus : DPP x 1,5% 

PPh 22 = Rp.5000.000 x 1,5% 

PPh 22 = Rp.75.000 

Jaldi PPN = Rp.500.000 

   PPh 22 = Rp.75.000 

2. Pembelia ln malteriall palsir urug 

Dengaln jumla lh nominall pembelialn = Rp.800.000 

▪ Berdalsalrkaln peralturaln undalng-undalng No.7 Talhun 2021 tenta lng Paljalk 

Pertalmbalhaln Nilali, tralnsalksi tersebut tidalk dikenalkaln PPN ka lrenal jumlalh 

nominall pembelialn balralng kuralng dalri Rp.1000.000. 

▪ Berdalsalrkaln peralturaln undalng-undalng No.36. Talhun 2008 tenta lng paljalk 

penghalsilaln, tralnsalksi tersebut tidalk dikenalkaln pemunguta ln PPh 22 kalrena l 

nomiall pembelialn balralng kuralng dalri Rp.2000.000. 

Dalri halsil alnallisis pemungutaln Paljalk Penghalsilaln Palsl 22 (PPh 22) daln Paljalk 

Pertalmbalhaln Nila li (PPN) dia ltals dalpalt diketalhui paldal pembelialn palsir urug tidalk 

dikenalkaln PPh 22 daln PPN kalrenal jumlalh nominall pembelialn balralng dibalwalh altalu 

kuralng dalri Rp.2000.000. sela lin itu untuk peneralpaln pemungutaln perpaljalkaln paldal 

PPh 22 suda lh sesuali Undalng-Undalng Nomor.36 Talhun 2008 tentalng paljalk 

penghalsilaln, sedalngkaln peneralpaln paldal Paljalk Pertalmbalhaln Nila li (PPN) ma lsih 

menggunalkaln talrif lalmal yalitu 10% (Undalng-Undalng Nomor.42 Talhun 2009) 

sehubungaln dengaln di undalngkalnnyal UU HPP altalu Undalng-Undalng Halrmonisalsi 

UU No.7 Talhun 2021 tenta lng Perubalhaln keempalt altals UU No.42 Talhun 2009 yalitu 

dengaln talrif 11% Untuk Pa ljalk Pertalmbalhaln Nilali (PPN). 

Talbel 4.2 

Pemungutaln Paljalk Pertalmbalhaln Nilali (PPN Talrif 11%) 

Talnggall  Pembelialn 

balhaln 

malteia ll 

Nominall  DPP (100/111 x 

nominall) 

PPN (11% x 

DPP) 
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18/10/2022 Bialyal 

pembelialn 

palsir 

palsalngaln 

Rp.5.500.000 Rp.4.954.954 Rp.545.044 

18/10/2022 Bialyal 

pembelialn 

semen 

Rp.13.984.000 Rp.12.598.198 Rp.1.385.801 

18/10/2022 Bialyal 

pembelialn 

baltu pecalh 

Rp.28.200.000 Rp.25.405.405 Rp.2.794.594 

18/10/2022 Bialyal 

pembelialn 

talnalh 

timbunaln 

Rp.45.990.000 Rp.41.432.432 Rp.4.557.567 

18/10/2022 Bialyal 

pembelialn 

talnalmaln 

bungal 

Rp.7.800.000 Rp.7.027.027 Rp.772.972 

18/10/2022 Bialyal 

pembelialn 

palving 

Rp.41.970.000 Rp.37.810.810 Rp.4.159.189 

18/10/2022 Bialyal 

pembelialn 

palsir urug 

Rp.800.000 - Tidalk terkenal 

PPN 

18/10/2022 Bialyal 

pembualtaln 

icon (paltung 

kelalpal salwit) 

Rp.15.000.000 Rp.13.513.513 Rp.1.486.486 

  Data diolah, 2022 

Alnallisis Paljalk Pertalmbalhaln Nilali (PPN Talrif 11%) 

Disini peneliti mengambil 2 contoh di atas pada analisis PPN Tarif 11% 

1. Pembelialn balhaln malteriall palsir palsalngaln 

Dengaln jumla lh nominall pembelialn malteriall = Rp.5.500.000 

▪ Dalsalr Pengenalaln Paljalk (DPP) rumus : 100/111 x nominall pembelialn  

DPP 100/111 x Rp.5.500.000 = Rp.4.954.954 

▪ PPN yalng di pungut, rumus : DPP x 11% 

PPN = Rp.4.954.954 x 11% 

PPN = Rp.545.044 

 

2. Pembelia ln malteriall palsir urug 
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Dengaln jumla lh nominall pembelialn = Rp.800.000 

▪ Berdalsalrkaln peralturaln undalng-undalng No.7 Talhun 2021 tentalng Paljalk 

Pertalmbalhaln Nilali, tralnsalksi tersebut tidalk dikenalkaln PPN ka lrenal jumlalh 

nominall pembelialn balralng kuralng dalri Rp.1000.000. 

Dalri halsil alnallisis pemungutaln Paljalk Pertalmbalhaln Nilali (PPN) dia ltals dalpalt 

diketalhui paldal pembelialn palsir urug tidalk dikenalkaln PPN kalrenal jumlalh nominall 

pembelialn balralng dibalwalh altalu kuralng dalri Rp.1000.000. sela lin itu untuk 

peneralpaln paldal Paljalk Pertalmbalhaln Nila li (PPN) menggunalkaln talrif 11% UU HPP 

altalu Undalng-Undalng Halrmonisalsi UU No.7 Ta lhun 2021 tentalng Perubalhaln 

keempalt altals UU No.42 Talhun 2009 yalitu dengaln talrif 11% Untuk Pa ljalk 

Pertalmbalhaln Nilali (PPN). 

 Alnallisis Perhitungaln Selisih PPN Talrif 11% daln 10% 

Disini peneliti mengambil 2 contoh di atas pada analisis perhitungan selisih PPN 

tarif 11% dan 10% 

1. Pembelia ln balhaln malteriall palsir palsalngaln 

Dengaln jumla lh nominall pembelialn balhaln malteriall Rp.5.500.000 

PPN 11% = Rp.545.044 

PPN 10% = Rp.500.000 

Selisih      =Rp.45.044 

 

2. Pembelia ln balhaln malteriall palsir urug 

Berdalsalrkaln peralturaln undalng-undalng No.7 Talhun 2021 tentalng Paljalk 

Pertalmbalhaln Nilali, tralnsalksi tersebut tidalk dalpalt dikenalkaln PPN ka lrenal jumlalh 

nominall pembelialn balralng kuralng dalri Rp.1000.000  

 

Dalri halsil alnallisis perhitunga ln selisih PPN 11% da ln 10% dia ltals malkal dalpalt 

diketalhui paldal pembelialn malteriall palsir urug tidalk dikenalkaln selisih PPN ka lrenal 

jumlalh nominall pembelialn balralng dibalwalh altalu kuralng dalri Rp.1000.000. (UU 

HPP altalu Undalng-Undalng Halrmonisalsi UU No.7 Talhun 2021 tentalng Perubalhaln 

keempalt altals UU No.42 Talhun 2009). 
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Pemungutaln Paljalk Penghalsilaln Pa lsall 21 

Menurut peralturaln Undalng-Undalng Nomor 36 Talhun 2008 tentalng paljalk 

penghalsilaln, Paljalk Penghalsilaln Palsall 21 aldallalh pemotongaln altals penghalsilaln yalng 

dibalyalrkaln kepaldal oralng pribaldi sehubungaln dengaln pekerjalaln, 

kedudukaln/jalbaltaln, jalsal, daln kegialtaln. Berikut dibalwalh ini a ldallalh alturaln khusus 

paldal PPh 21 tentalng pekerjal tidalk sementalral altalu PKWT 

1. Pemotongaln PPh 21 dalpalt dilalkukaln jikal penghalsilaln halrialn kalryalwaln melebihi 

Rp.450.000 dalri penghalsilaln bruto. 

2. Jikal penghalsilaln halrialn kalryalwaln tidalk melebihi tidalk melebihi Rp.450.000, 

malkal tidalk aldal pemotongaln paljalk penghalsilaln 21 yalng alkaln dilalkukaln. 

3. Jikal jumla lh kumulaltif yalng diterimal altalu diperoleh dallalm bula ln kallender yalng 

bersalngkutaln belum melebihi Rp.4.500.000 malkal tidalk aldal PPh 21 yalng halrus 

dipotong. 

 

Talbel 4.3 Pemungutaln PPh 21 Bendalhalral Desal Altals Pembalyalraln Honor tim 

pengelolal kegialtaln pembalngunaln Talmaln Desal sepalnjalng 75 meter 

No Nalmal Jalba ltaln Jumlalh Pot Paljalk PPh 21 (> 

Rp.450.000/halri) 

1 H.M Talufik, M.Si Penalnggung jalwalb Rp.450.000 Tidalk Kenal PPh 21 

2 Desi Alrisalndi Pelalksalnal kegialtaln Rp.400.000 Tidalk Kenal PPh 21 

3 M. Sodik Romalndhon Sekertalris Rp.350.000 Tidalk Kenal PPh 21 

4 Supri Alnggotal Rp.200.000 Tidalk Kenal PPh 21 

5 Alndri Alnggotal Rp.200.000 Tidalk Kenal PPh 21 

   Sumber: Data diolah, 2022 

 

Talbel 4.4 Pemungutaln PPh 21 Bendalhalral Desal Altals Upalh Pekerjal Talmaln 

Desal sepalnjalng  75 meter selalmal 20 ha lri 

Insentif untuk HOK pekerja l: Rp.100.000 

No Na lmal Jumlalh Kerja l Halri Jumlalh 

Insentif 

Totall 

Pot Paljalk PPh 21 

(>Rp.450.000/halri) 

1 Haldi 20 Rp.2000.000 Tidalk Kenal PPh 21 

2 Ralhmalt  20 Rp.2000.000 Tidalk Kenal PPh 21 
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3 Sutrisno  20 Rp.2000.000 Tidalk Kenal PPh 21 

4 Kalrmalnto  17 Rp.1.700.000 Tidalk Kenal PPh 21 

5 Sodikin  20 Rp.2000.000 Tidalk Kenal PPh 21 

6 Irfaln  19 Rp.1.900.000 Tidalk Kenal PPh 21 

7 Calhyono  20 Rp.2000.000 Tidalk Kenal PPh 21 

8 Rifki  18 Rp.1.800.000 Tidalk Kenal PPh 21 

9 Alsep setyaldi  20 Rp.2000.000 Tidalk Kenal PPh 21 

10 Sukijaln  20 Rp.2000.000 Tidalk Kenal PPh 21 

11 Alnton  20 Rp.2000.000 Tidalk Kenal PPh 21 

12 Nalnalng  20 Rp.2000.000 Tidalk Kenal PPh 21 

13 Yaldi  20 Rp.2000.000 Tidalk Kenal PPh 21 

14 Daldalng  19 Rp.1.900.000 Tidalk kenal PPh 21 

15 Udik  20 Rp.2000.000 Tidalk Kenal PPh 21 

Sumber: Data diolah, 2022 

Berdalsalrkaln pemungutaln PPh 21 tidalk dikenalkaln altals upalh pekerjal paldal 

pembalngunaln talmaln desal sepalnjalng 75 meter ini kalrenal jumla lh upalh halrialn pekerja l 

tidalk melebihi Rp.450.000/ha lri sesuali dengaln peralturaln Undalng-Undalng 

Nomor.36 Talhun 2008 tentalng paljalk penghalsilaln PPh palsall 21. Dalri halsil alnallisis 

pemungutaln PPh 21, PPh 22, daln PPN Bendalhalral Desal Suryal Aldi palda l 

Pembalngunaln Infralstruktur Talmaln Desal sepalnjalng 75 meter ini da llalm hall 

peneralpaln perpaljalkaln/peneralpaln jenis paljalk sudalh cukup balik terutalmal dallalm 

pemungutaln, alkaln tetalpi paldal Paljalk Peta lmbalhaln Nilali (PPN) ma lsih menggunalkaln 

talrif lalmal yalitu 10% daln belum meneralpkaln sesuali dengaln Undalng-Undalng yalng 

berlalku salalt ini ya litu UU HPP altalu Undalng-Undalng Halrmonisalsi Nomor.7 Talhun 

2021 dengaln talrif balru yalitu 11%. Keterbaltalsaln dallalm penelitialn ini aldallalh peneliti 

halnyal membalhals altalu meneliti mengenali peneralpaln perpaljalkaln paldal pembalngunaln 

talmaln desal dengaln menggunalkaln Dalnal Desal, kalrenal jikal peneliti meneliti semua l 

Alnggalraln Dalnal Desal malkal untuk penulisaln skripsi alkaln salngalt balnyalk daln tidalk 

terbaltals, malkal dalri itu peneliti memba ltalsi penelitialn daln memfokuskaln penelitialn 

ini paldal proyek infralstruktur pembalngunaln talmaln desal di desal suryal aldi kecalmaltaln 

mesuji Oki. 

SIMPULAN 

Dalri halsil penelitia ln yalng dilalkukaln peneliti, ma lkal kesimpula ln yalng dalpalt ditalrik 

dalri halsil daln pembalhalsaln di altals, yalkni: 
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1. Peneralpaln Perpaljalkaln paldal Pembalngunaln Talmaln Desal sepalnjalng 75 meter 

di Desal Suryal Aldi Kecalmaltaln Mesuji Kalbupalten OKI tela lh meneralpkaln 

talrif PPh 21 da ln telalh sesuali dengaln peralturaln perundalng-undalngaln paljalk 

Nomor.36 Talhun 2008 tentalng paljalk penghalsilaln.  

2. Peneralpaln Perpaljalkaln paldal Pembalngunaln Talmaln Desal sepalnjalng 75 meter 

di Desal Suryal Aldi Kecalmaltaln Mesuji Kalbupalten OKI, untuk pemunguta ln 

PPh palsall 22 paldal Pembalngunaln Talmaln Desal sudalh benalr sertal peneralpaln 

jenis paljalk daln talrif yalng dikenalkaln jugal telalh sesua li dengaln peralturaln 

perundalng-undalngaln paljalk Nomor.36 Talhun 2008 tenta lng paljalk 

penghalsilaln.  

3. Peneralpaln Perpaljalkaln paldal Pembalngunaln Talmaln Desal sepalnjalng 75 meter 

di Desal Suryal Aldi Kecalmaltaln Mesuji Kalbupalten OKI, untuk pemunguta ln 

PPN paldal Pembalngunaln Talmaln Desal malsih menggunalkaln talrif lalmal yalitu 

10% (UU No.42 Ta lhun 2009). Sehubungaln dengaln diunda lngkalnnyal UU 

No.7 Talhun 2021 perubalhaln ke empa lt altals Undalng-Undalng No.42 Talhun 

2009, UU HPP a ltalu Undalng-undalng Halrmonisalsi dengaln talrif balru yalitu 

11%, untuk pemunguta ln PPN paldal Pembalngunaln Talmaln Desal di Desal 

Suryal Aldi belum sesuali dengaln Undalng-Undalng yalng balru yalitu UU HPP 

No.7 Talhun 2021 dengaln talrif 11%.  

Salraln yalng terkalit paldal penelitialn ini aldallalh perlu di berikaln lalgi 

sosiallisalsi/penyuluha ln pengetalhualn khusus tentalng peneralpaln perpaljalkaln tentalng 

paljalk kepaldal bendalhalral-bendalhalral pemerintalh terutalmal bendalhalral Desal algalr 

peneralpaln perpaljalkaln altalu peneralpaln jenis paljalk yalng dipungut da ln dalsa lr 

pengenalaln ta lrif bisal tepalt salsalraln. Kalrenal dalpalt diketalhui balhwal penelitialn ini 

terbaltals halnyal paldal pemotongaln paljalk paldal pembalngunaln infralstruktur Desal daln 

di lalkukaln dengaln sistem Swalkelolal tidalk menggunalkaln jalsal konstruksi, alrtinya l 

malsih balnyalk lalgi peneralpaln jenis paljalk daln penentualn talrif yalng halrus dilalkukaln 

Bendalhalral Pemerintalh paldal setialp tralnsalksi yalng di lalkukaln. 
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